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A. Latar Belakang
Sejak reformasi pada tahun 1998 berbagai perubahan terjadi di
Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya dirasakan di pusat
pemerintahan, tetapi juga di daerah. Setelah terjadinya reformasi, sistem
pemerintahan yang awalnya bersifat terpusat mulai mengalami
desentralisasi. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut
menjadi landasan bagi pemberian otonomi daerah yang semakin besar
kepada daerah (Martani dan Zaelani, 2011).
Perubahan-perubahan mendasar pada awal reformasi pengelolaan
keuangan negara berkaitan dengan:
a. Sistem penganggaran,
b. Struktur anggaran,
c. Peristilahan,
d. Pengukuran Kkinerja,
e. Konsep pusat-pusat pertanggungjawaban,
f. Desentralisasi,
g. Standar dan kebijakan akuntansi, dan
h. Perubahan sistem akuntansi keuangan ke sistem ganda (double entry)
dengan dasar pencatatan atas dasar kas yang mengarah pada basis

akrual (cash basic toward accrual).



Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan
untuk meningkatkan pengelolaan keuangan negara atau daerah untuk
memperkecil potensi kecurangan (fraud). Banyaknya pemerintahan daerah
di Indonesia dengan otonomi yang semakin besar membuat pengawasan
yang baik sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kecurangan. Kecurangan
dalam organisasi, baik di sektor pemerintahan maupun di sektor swasta

biasanya disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal.

Pengendalian internal dibuat untuk semua tindakan oleh sebuah
organisasi untuk memberikan keamanan terhadap assets dari pemborosan,
kecurangan, dan ketidakefisienan penggunaan serta untuk meningkatkan
ketelitian dan tingkat kepercayaan dalam laporan keuangan. Oleh karena
itu, undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi
tentang perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih
akuntabel dan transparan untuk mencapai pengendalian internal yang
memadai. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat
dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal
tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem
pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen
keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan
bertanggungjawab untuk mewujudkan good governance.

Tuntutan dan kebutuhan era globalisasi, perwujudan kepemerintahan
yang baik (good governance), upaya pemulihan ekonomi nasional dan

daerah serta pemulihan kepercayaan yang baik secara lokal, nasional



maupun internasional terhadap pemerintah Indonesia, mengharuskan
pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dengan adanya
pengendalian internal (Sembiring dalam Nurwati 2015). Adanya
peningkatan tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan
yang baik (good governance government) mendorong pemerintah pusat
dan pemerintah daerah untuk menerapkan adanya pengendalian internal
dalam pemerintah daerah. Pengendalian internal dalam pemerintah daerah
dapat dilakukan dengan mengadakan pengawasan internal yang berfungsi
untuk melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi pemerintah. Lingkup pengaturan pengawasan internal mencakup
kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi daya manusia, kode etik, standar
audit, dan pelaporan.

Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
pemerintah daerah pada tahun 2013 menemukan 415 kasus kelemahan
sistem pengendalian internal. Tahun 2014, BPK menemukan kasus
kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 377 kasus di Kabupaten
dan Kota di Jawa Tengah. Data dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
(IHPS) semester 1 tahun 2013 kelemahan pengendalian internal banyak
terjadi dikarenakan para pejabat atau pelaksana yang bertanggung jawab
terhadap sistem pengendalian internal belum sepenuhnya memenuhi
ketentuan yang berlaku, dan lemah dalam melakukan pengawasan dan
pengendalian kegiatan serta kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak

terkait. Dengan kasus demikian maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)



harus memberi sanksi yang tegas untuk mengurangi kasus-kasus yang
menyebabkan kerugian daerah.

Penelitian ini berfokus pada pengujian pengendalian internal untuk
mendapatkan bukti empiris dalam menganalisis dan menjelaskan pengaruh
ukuran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan
belanja modal terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah
daerah.

Penelitian Putri dan Mahmud (2014), menyatakan bahwa ukuran
memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah
daerah. Dikarenakan pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar
berarti memiliki sumber daya cukup dalam merancang dan
mengimplemtasikan sistem pengendalian intern yang lebih baik serta
memadai.

Penelitian sejenis dilakukan oleh Martini dan Zaelani (2011),
menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah berpengaruh
terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah provinsi.
Pemerintah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi akan
memiliki kelemahan pengendalian internal yang lebih banyak.

Penelitian yang dilakukan Hartono (2014), pendapatan asli daerah tidak
berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah.
Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu menjalankan

sistem pengendalian internal terhadap pendapatan asli daerah.



Penelitian yang dilakukan oleh Kristanto (2009), menyatakan bahwa
belanja modal tidak berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian
internal. Hal ini disebabkan pemerintah daerah kabupaten dan kota se-
Jawa tidak terdeteksi tindakan korupsi atau kolusi oleh pejabat daerah,
DPRD, dan pengusaha yang menimbulkan lemahnya pengendalian
internal.

Masing-masing pemerintah daerah memiliki karakteristik dan ciri yang
berbeda-beda, seperti ukuran pemerintahan, tingkat pertumbuhan ekonomi,
pendapatan asli daerah dan belanja modal. Hal ini memungkinkan
terjadinya perbedaan dalam implementasi pengendalian internal setiap
daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya
yang dilakukan oleh Martani dan Zaelani (2011), yang meneliti mengenai
“Pengaruh ukuran, pertumbuhan, dan kompleksitas terhadap pengendalian
intern pemerintah daerah”. Adapun perbedaan penelitian ini dengan
penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Tahun pengamatan. Pada penelitian sebelumnya pengamatan
dimulai periode 2011, sedangkan penelitian ini dimulai pada
periode 2013-2014.

2. Terdapat perbedaan lokasi penelitian, penelitian sebelumnya pada
daerah kabupaten dan kota di Indonesia, sedangkan pada penelitian

ini pada daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.



3. Dalam penelitian ini menambahkan dua variabel yaitu pendapatan
asli daerah (PAD) yang mengacu pada penelitian Hartono (2014)
dan belanja modal pada penelitian Kristanto (2009).

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang berjudul: “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN PENGENDALIAN
INTERNAL PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus pada

Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2014)”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan beberapa

rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap
kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah?

2. Apakah tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap
kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah?

3. Apakah pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap kelemahan
pengendalian internal pemerintah daerah?

4. Apakah belanja modal memiliki pengaruh terhadap kelemahan

pengendalian internal pemerintah daerah?



. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1.

Menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kelemahan
pengendalian internal pemerintah daerah.

Menganalisis pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap
kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah.

Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kelemahan
pengendalian internal pemerintah daerah.

Menganalisis pengaruh  belanja modal terhadap kelemahan

pengendalian internal pemerintah daerah.

. Manfaat Penelitian

1.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

Bagi peneliti

Dapat memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh,
meningkatkan kompetensi keilmuwan, dan menambah wawasan.

Bagi Pemerintah Daerah

Digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi pemerintah
untuk mengkaji sistem pengendalian internal terkait dengan
pemerintah daerah agar dapat menekan angka kecurangan yang terjadi

pada pemerintah daerah terkait pengendalian internal akuntansi dan



pelaporan, pelaksanaan APBD, dan struktur pengendalian internal serta
meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal.
3. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang
pengaruh ukuran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan
belanja modal terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah
daerah. Serta sumber informasi dan referensi kajian teori bagi
penelitian yang berminat pada bidang dan topik yang sama, untuk

melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran

penelitian yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah pembaca

dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab secara

garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN
Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
dan sistematika penulisan.

BAB |1 TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini memuat tentang teori-teori yang relevan
mengenai  pengertian  pengendalian internal, ukuran

pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli



BAB Il
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daerah dan belanja modal, penelitian terdahulu dan
hipotesis, kerangka teoritis.

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai metodelogi penelitian yang
meliputi, jenis penelitian, desain penelitian, populasi,
sampel, dan pengambilan sampel, metode pengumpulan
data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan
metode analisis data.

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi analisis data dan hasil penelitian. Pada
bagian ini menguraikan sejumlah analisis penelitian yang
membahas hasil statistik deskriptif, uji asumsi Kklasik,
analisis regresi, koefisien determinasi, uji hipotesis, serta
pembahasan hasil penelitian.

PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini
yang berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian,
keterbatasan, dan saran yang dapat dijadikan masukan dari

berbagai pihak yang berkepentingan.



